
7. P«aturan ..... 

6. Undang-undang lomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
at& U11dai1g-undang Rcpublik Indonesia 'omor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribu i Dac!r~ 

5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah 
( Lcrnbaran Negara Tahun 199<) Nornor 72 , Tambaban 
Lernbaran Negara Nomor 3848) ~ 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3688); 

2. Undang-u11da11g Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lernbarnn Negara Tahun 1985 Nomor 68, 
TambaJ1an Lernbaran Negara Nomor 3312)) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569) ; 

Mengingat · I. Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tcngah dan Jawa Barat ; 

Menimbang · bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daera11 Kota Magelang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah · , 
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19. Keputusen .... 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 
Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah 
dan Pengendalian Kredit Anggaran ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Da]am Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 
tentang Contoh-contoh Cara. Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 O tentang Kedudukan 
Keuangan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah; 

l l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 teutaog Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

9· Peraturan Pet11erintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak 
Bahan Bakar Kcndaraan Be1 motor (Lembaran Negara Tabun 
l997 Nomor 56, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3693); 

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 teutaog Dana 
Perimbangan; 

tentang Pajak 
Nomor 118, 

7· DPcrat,iran Pet,icrintah Nomor 6~ Tahun 2001 
a~aJ1 (J ,,cmb aran Negara Tahun 2001 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137) ; 

8· Pcra~uran PcmcrintaJ1 Nomor 66 Tah:un 2001 tentang ~~r~usi Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2001 Nomor 
, ambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 
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b. BELANJA ..... 

a. PENDAPATAN 
- Pendapatan Rp. 130.926.315.484,- 

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2001 sejumlah terdiri dari : 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG 
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
MAGELANG TA.HUN ANGGARAN 2001. 

MEMUTUSKAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA MAGELANG 

Dengan Persetujuan 

20. Kept1tt1san M . 984 
t •~ • enter, Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1 
c111.tt11g l-at1gkah aran 

Penda t Pcrtama Pensinkronisasian Angg 
Pend pa an dan Belanja Daerah dengan Anggaran 

apatan dan Belanja Negara; 

21 
· ~putusaJl Mcnteri Dalam Negeri Nornor 903-1316 tanggel 

Scptcrnber 198.S tentang Penyempurnaan Bentuk d~n 
Susunar1 Pcrubahan An p da tan clan BelariJa D ggaran en pa . 

aerah scbag_aimana telah diubah dengan Keputusan Menten 
Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; 

22· Kep~tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 
April 1987 te11tang Penggunaan Sistern Digit dalam 
Pel~anaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
PetutlJuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 
tentang Manual Admir1istrasi Barang Daerah ; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ; 
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(4) Rin ian ..... 

a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Daerah ini ~ 

b. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Daerah ini ~ 

c. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 111 Peraturan Daerah ini ~ 

(3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat I adalah : 

(2) Bentuk dan Susunan Pencocokan antara Sisa Perhitungan 
Anggaran dan Sisa Kas, dan Perhitungan Kas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ~ 

( 1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tersebut pada Pasal I sesuai dengan Ringkasan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah 
Inl" ' 

Pasal 3 

a. Per1dapatan Rp. 7.829.065.374,- 
b. Be I anj a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~R~p ·:....__.....::7..:....:. 8=2;:;._9.:....;:;,. 06..;;;.;5;;...;.. __ 3 7_4 __ • - 

Jumlah Pe11dapatan clan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan 
Tal1u11 Anggaran 2001 terdiri dari: 

Pasal 2 

b. BEl_,ANJI\ 

Ruti11 Rp. 86.116.435.136,- 
- Pembar1gunru1 Rp .. 19.643.382.560,- 

Rp. 105.759.817.696,­ 
Sisa Pert1itu11gan Anggaran Pendapatan dan 
Bclrulja Dacrah lcbih besar Rp. 25.166.497.788,- 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2002 NOMOR 15 
SERI A NO. 2 

MSc. DR 

TAMAGELANG 

Diundangkan di Magelang. 
pada tanggal 27 Mei 2002. 

W ALIKOTA MAGELANG 

Magelang 
23 Mei 2002 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatarmye 
dalam Lembaran Daerah. 

Pasal 5 

L'ttl1piran-larnpiran sebagairnana dimak.sud dalam Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraniran Daerah 
1111. 

Pasal 4 

'') l~i~,cian Urusan Kas clan Perhitungan (UKP) dimak.sud Pasal 2 
yaitu : 
3· lTKP l)cr,crirnaan mcnurut sebagaimana Lampiren I 

I>erat11ra11 I )acral, ini . 
) 

b. ~~I fklanja scbagaiamana Lampiran II Peraturan Daerah 
1111 ; 
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